BAB Il

BERBAGAI KEBIJAKAN UMKM

Usaha Kecil dan Mikro (UKM) merupakan sektor
yang penting dan besar kontribusinya dalam mewujudkan
sasaran-sasaran pembangunan ekonomi nasional, seperti
pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan devisa
negara, dan pembangunan ekonomi daerah. UKM diharapkan
mempunyai kemampuan untuk ikut memacu pertumbuhan
ekonomi nasional sehingga UKM membutuhkan pelindung
berupa kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan
peraturan pemerintah. Adanya regulasi baik berupa undang-
undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan
UKM dari sisi produksi dan sisi perbankan, akan memacu
peranan UKM dalam perekonomian. Seperti yang
diungkapkan oleh George. J. Stigler dalam Mandala Harefa
(2008: 206), bahwa “Regulasi adalah seperangkat aturan yang
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan manfaat
untuk masyarakat pada umumnya atau pada sekelompok
masyarakat”.

Manfaat dari regulasi tersebut dapat dilihat dari dua
sisi, yakni dari sisi pemerintah sebagai pembuat regulasi dan
dari sisi pengusaha sebagai obyek perizinan. Bagi pemerintah,
perizinan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan
memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas.
Bagi pengusaha, perizinan seharusnya memberi manfaat sosial
dan ekonomi. Bila suatu kebijakan atau regulasi tidak sesuai
dengan harapan, tentunya kebijakan tersebut harus dievaluasi
karena adanya evaluasi akan diperolen masukan yang
berkaitan dengan ketidaksesuaian kebijakan dengan kinerja
yang diharapkan hasilnya. Jadi, evaluasi membantu pengambil
kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses
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pembuatan kebijakan. Evaluasi kebijakan tidak hanya
menghasilkan kesimpulan mengenai berapa jauh masalah telah
terselesaikan, tetapi memberi masukan pada klarifikasi dan
kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan,
membantu dalam penyesuaian, dan perumusan kembali
masalah.

Pemerintah membuat kebijakan untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi yang terkait langsung dengan UKM
yaitu telah dicangkannya tiga butir kebijakan pokok di bidang
ekonomi. Pertama, adalah peningkatan layanan jasa keuangan
khususnya untuk pelaku UKM, yang meliputi perbaikan
layanan jasa perbankan, pasar modal, multifinance, asuransi.

Kebijakan  pokok kedua adalah  peningkatan
infrastruktur layanan jasa keuangan, berupa akses pasar,
layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan
menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan transaksi
perdagangan. Peningkatan layanan jasa dan infrastruktur
pendukungnya tidak akan berarti banyak tanpa upaya
pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan
entrepreneurship bagi pelaku UKM. Kebijakan pokok ketiga
adalah meningkatkan kemampuan dan penguasaan aspek-
aspek teknis dan manajemen usaha, pengembangan produk
dan penjualan, administrasi keuangan, dan kewirausahaan
secara menyeluruh.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor
UKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan
partisipasi aktif UKM di dalam proses pembangunan nasional,
khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka
mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan
kerja dan peningkatan pendapatan. Menurut Abdul Rosid
(2004: 1), “Sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah
meningkatnya jumlah usaha kecil dan terwujudnya usaha yang
makin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut
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dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatnya
daya saing pengusaha nasional di pasar dunia, serta
seimbangnya persebaran investasi antar sektor dan antar
golongan”.

Pemerintah  melalui  berbagai elemen seperti
Departemen  Koperasi, Departemen Perindustrian  dan
Perdagangan, Bappenas, BUMN juga institusi keuangan baik
bank maupun nonbank, melakukan berbagai upaya untuk
mewujudkan UKM agar dapat menjadi tangguh dan mandiri
serta dapat berkembang untuk mewujudkan perekonomian
nasional yang kukuh. Dukungan diwujudkan melalui
kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan stimulus lain.
Selain itu, banyak dukungan atau bantuan yang diperlukan
berkaitan dengan upaya tersebut, misalnya bantuan berupa
pengadaan alat produksi, pengadaan barang fisik lainnya juga
diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan prosedur
yang memadai, tepat guna, dan aplikatif serta mengarah pada
kesesuaian pelaksanaan usaha dan upaya pengembangan
dengan kemampuan masyarakat sebagai elemen pelaku usaha
dalam suatu sistem perekonomian yang berbasis masyarakat,
yaitu dalam bentuk UKM.

Usaha dalam menjamin kemajuan dan pengembangan
UKM juga diprogramkan oleh Departemen Keuangan melalui
SK Menteri Keuangan (Menkeu) No0.316/KMK.016/1994. SK
tersebut mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
untuk menyisihkan 1-5% laba perusahaan bagi Pembinaan
Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Kewajiban BUMN untuk
menyisihkan labanya 1-5% belum dikelola dan dilaksanakan
dengan baik. Studi oleh Sri Adiningsih (2003: 4) dijelaskan
bahwa kebanyakan BUMN memilih persentase terkecil, yaitu
1 % dari labanya, sementara itu banyak UKM yang mengaku
kesulitan mengakses dana tersebut. Selain itu kredit perbankan
juga sulit untuk diakses oleh UKM, di antaranya karena
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prosedur yang rumit serta banyaknya UKM yang belum
bankable.

UMKM sendiri menurut Undang Undang republik
Indonesia Nomo 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah, di bagi menjadi 3 kriteria, yaitu

1. Kiriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a. memiliki  kekayaan bersih paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kiriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih  dari
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha; atau
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b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta
rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a,
huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan
perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan
Presiden.

A. Berbagai Kebijakan Pemerintah

Selain itu, pemerintah juga memberikan kebijkan-

kebijakan dan perundang-undangan guna menumbuhkan iklim
usaha. Aspek-aspek yang di tulis meliputi :

N~ E

Pendanaan;

Sarana dan prasarana;
Informasi usaha;
Kemitraan;

Perizinan usaha;
Kesempatan berusaha;
Promosi dagang; dan
Dukungan kelembagaan.

Dari aspek pendanaan menurut UU no. 20 tahun 2008,

di tujukan untuk :

1.

Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat
mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan
bukan bank;
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2. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas
jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah;

3. Memberikan  kemudahan  dalam  memperoleh
pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak
diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan; dan

4. Membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil
untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk
keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan
lembaga keuangan bukan bank, baik yang
menggunakan sistem konvensional maupun sistem
syariah dengan jaminan yang disediakan oleh
Pemerintah.

Lalu dari aspek sarana dan prasarana di tujukan untuk
mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan
mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil. Serta
memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha
Mikro dan Kecil.

Kemudian untuk aspek informasi usaha di tujukan
untuk membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data
dan jaringan informasi bisnis serta mengadakan dan
menyebarluaskan informasi mengenai  pasar, sumber
pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi,
dan mutu. Selain itu juga memberikan jaminan transparansi
dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah atas segala informasi usaha.

Kemudian untuk aspek kemitraan ditujukan untuk:

1. Mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengabh;
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2. Mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil,
Menengah, dan Usaha Besar;

3. Mendorong terjadinya hubungan yang saling
menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha
antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

4. Mendorong terjadinya hubungan yang saling
menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha
antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha
Besar;

5. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan
posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengabh;

6. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang
menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat
dan melindungi konsumen; dan

7. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan
usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu
yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Lalu untuk aspek perizinan usaha di tujukan untuk
menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan
sistem pelayanan terpadu satu pintu dan membebaskan biaya
perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya
perizinan bagi Usaha Kecil. Kemudian Ketentuan lebih lanjut
mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan untuk aspek kesempatan berusaha di
tujukan untuk :

1. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi
pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi
sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi
pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang
kaki lima, serta lokasi lainnya;
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2. Menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha
Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;

3. Mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang
memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya,
serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus
dan turun-temurun;

4. Menetapkan bidang usaha yang dicadangkan
untukUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang
usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat
harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah;

5. Melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah;

6. Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan
oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara
langsung;

7. Memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan
pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah
Daerah; dan

8. Memberikan  bantuan  konsultasi hukum dan
pembelaan.

Kemudian pelaksanaan ketentuan nya dilakukan
pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

Lalu aspek promosi dagang di tujukan untuk :

1. Meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah di dalam dan di luar negeri;

2. Memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di
luar negeri;

3. Memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif
untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang
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mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam
kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri;
dan

4. Memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual
atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan
ekspor.

Dan untuk aspek kelembagaan ditujukan untuk
mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga
layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank,
dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga
pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

B. Upaya dan Dukungan Pemerintah

Pemerintah sendiri juga memfasilitasi pengembangan
usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran,
sumber daya manusia, desain dan teknologi. Pengembangan
usaha dalam bidang produksi dan pengolahan di lakukakn
dengan cara :

1. Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta
kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah;

2. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan
prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku,
bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengabh;

3. Mendorong penerapan standarisasi dalam proses
produksi dan pengolahan; dan

4. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan
perekayasaan bagi Usaha Menengah.
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Lalu untuk pengembangan usaha dalam bidang
pemasaran di lakukan dengan cara :

=

Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;

Menyebarluaskan informasi pasar;

3. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik
pemasaran;

4. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi
penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran,
penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro
dan Kecil,

5. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan
pemasaran, dan distribusi; dan

6. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam

bidang pemasaran.

N

Kemudian untuk pengembangan usaha dalam bidang
sumber daya manusia di lakukan dengan cara
memasyarakatkan dan  membudayakan kewirausahaan,
meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, membentuk
dan mengembangkan lembaga pendidikan kemudian adanya
pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan,
motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Sedangkan untuk pengembangan usaha dalam bidang
desain dan teknologi di lakukan dengan cara :

1. Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan
teknologi serta pengendalian mutu;

2. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;

3. Meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan
Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan
desain dan teknologi baru;
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4.

Memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah yang mengembangkan teknologi dan
melestarikan lingkungan hidup; dan

Mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk
memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Tidak hanya itu, Pemerintah juga membuat kebijakan

untuk memberikan pembiayaan dan penjaminan bagi usaha
mikro dan kecil, di antaranya :

1.

2.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan
pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan
pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang
dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam
bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan
pembiayaan lainnya.

Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan
pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro
dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman,
penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha
dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar
negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain
yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan
Kecil.

. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan

insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan
perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan
bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan kepada dunia usaha
yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan
Kecil.
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Dan dalam meningkatkan sumber pembiayaan Usaha
Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:

1. Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit
perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;

2. Pengembangan lembaga modal ventura;

3. Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;

4. Peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha
Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi
jasa keuangan konvensional dan syariah; dan

5. Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil
terhadap sumber pembiayaan, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas
jaringan lembaga keuangan bukan bank, menumbuhkan,
mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga
penjamin kredit, serta memberikan kemudahan dan fasilitasi
dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara
aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap
pinjaman atau kredit yaitu dengan cara:

1. Meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan
usaha;

2. Meningkatkan  pengetahuan  tentang  prosedur
pengajuan kredit atau pinjaman; dan

3. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis
serta manajerial usaha.

Sedangkan untuk pembiayaan dan penjaminan usaha
menengah Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan
pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan
dan penjaminan dengan memfasilitasi dan mendorong
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peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui
perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar
modal, dan lembaga pembiayaan lainnya dan mengembangkan
lembaga penjamin kredit, danmeningkatkan fungsi lembaga
penjamin ekspor.
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